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The many problems with criminal proceedings, professional law enforcement officials must 
surely be required to rule out evidenced evidence in the court. Meanwhile, the law of criminal 
proof is the stipulations of proof, evidence, the method of collecting and obtaining evidence to 
prove in court and the power of proof and burden of proof in criminal crimes. The purpose of 
this study is to know how the application of the instrument of evidence is indirect in the judicial 
process, as well as to know how the power of the instructional evidence in the waste system. 
The study constitutes a normative legal study, with the approach of legislation (leaning 
approach), conceptual approach (case approach), case approach (approach approach) and 
comparative approach (approach). 
Key words: Tool of Evidence, The instrument of Evidence, Proof System.. 
 
ABSTRAK 
Banyaknya permasalahan dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum yang 
professional tentu harus dituntut untuk menguasai pembuktian di dalam persidangan. 
Sementara itu, hukum pembuktian perkara pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai 
pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti 
pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam 
perkara pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan alat bukti 
petunjuk sebagai bukti tidak langsung di dalam proses peradilan, serta untuk mengetahui 
bagaimana kekuatan alat bukti petunjuk dalam sistem pembutian. Penelitian ini merupakan 
jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus 
(case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). 
Kata kunci : Alat Bukti, Alat Bukti Petunjuk, Sistem Pembuktian. 
 
PENDAHULUAN 
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembuktian dalam proses peradilan pidana. 
Pertama-tama mari kita membahas mengenai pengertian hukum pidana supaya memahami apa 
itu pemidanaan dan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya 
disingkat KUHP) tidak menjelaskan definisi secara limitatif definsi hukum pidana, Pengertian 
hukum pidana menurut beberapa ahli mendefinisikan hukum pidana menurut paradigmanya 
masing-masing. Tidak menggherankan jika kita membaca buku dan literatur hukum pidana 
saling berbeda-beda.  
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Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 
di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:2 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, 
dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. 
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-
larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
3. Menentukan dengan cara dan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila 
orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut. 
Pengertian hukum pidana yang dijelaskan oleh Moeljatno bukan hanya mencakup hukum 
pidana materiil saja melainkan juga hukum pidana formil. Hal ini berdasarkan poin 1 dan 2 yang 
menandakan substansi hukum pidana materiil, sementara hukum pidana formil tercermin dalam 
poin 3. Untuk menentukan subyek hukum melakukan tindak pidana maka harus memenuhi 
kualifikasi/unsur-unsur dalam norma hukum pidana. Hukum pidana dewasa ini mensyaratkan 
untuk dapat dijatuhkan sanksi pada seseorang harus ada elemen kesalahan pada pelaku. 
Sudarto memberikan tiga kriteria untuk adanya kesalahan pada seseorang yakni: (a) adanya 
kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (b) hubungan batin antara si pembuat, dan (c) 
perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus atau kealpaan ini disebut kesalahan).3 Untuk 
membuktikan subyek hukum terutama orang harus dibuktikan kesalahannya di pengadilan. 
Aparat penegak hukum yang professional, mempunyai penguasaan ilmu hukum yang tinggi 
tentu harus dituntut untuk menguasai pembuktian di dalam persidangan. Hakim, jaksa, dan 
advokat merupakan penegak hukum di Indonesia. Tentu dalam menyelanggarakan persidangan 
tidak terlepas dari agenda pembuktian. Pembuktian merupakan proses yang paling penting 
dalam sistem peradilan pidana, apalagi jaksa dalam perkara pidana harus membuktikan 
kesalahannya di persidangan nanti, dan tugas dari advokat membela dan mendampingi kliennya 
menurut ketentuan undang-undang. Sementara hakim harus memberikan produk putusan yang 
mencerminkan nilai-nilai keadilan dan pancasila. 
Ketidakpahaman hakim, jaksa dan advokat dalam proses pembuktian akan menghasilkan 
putusan yang kurang bagus. Hukum pembuktian (law of evidence) merupakan ketentuan-
ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan 
bukti dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan 
                                                             
2 Moeljatno, (2008), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Renika Cipta, Cetaka Kedelapan, Edisis Revisi. 
3 Sudarto dikutip dari Ahmad Sofyan, (2018), Ajaran Kausalitas Hukum Pidana, Jakarta: Prenadamedia 
Group.   
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pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian perkara pidana adalah 
ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara 
mengumpulkan dan memperoleh bukti pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan 
pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana. 
Alat bukti petunjuk dalam proses penuntutan terutama oleh jaksa penuntut umum (JPU) 
menyusun surat dakwaan, semuanya itu dipengaruhi dan didasarkan pada kesempurnaan dan 
keberhasilan tindakan penyidikan, terutama dalam hal penyidik mengumpulkan sarana 
pembuktian yang akan disajikan, dihadirkan oleh JPU dipersidangan. Dengan perkataan lain 
keberhasilan penyidikan akan berhasil mendukung tindakan penuntutan dan keberhasilan 
penuntutan akan menghasilkan putusan pengadilan yang adil sebagaimana didambakan oleh 
masyarakat pencari keadilan.4 
Ada beberapa teori hukum pembuktian yang digunakan yakni Conviction in Time, 
Conviction Raisonee, pembuktian menurut undang-undang yang positif dan pembuktian 
menurut undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Stelsel). Hukum acara pidana 
Indonesia tidak mengatur secara jelas terkait menganut sistem pembuktian yang mana. Akan 
tetapi KUHAP Pasal 183 menentukan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya”. 
Jika kita merujuk ketentuan Pasal 183 KUHAP, ditemukan kalimat “dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah”. Maksud dari kalimat tersebut artinya untuk menjatuhkan 
pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah 
dapat dibuktikan dengan “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Jadi, “minimum 
pembuktian” yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat 
dijatuhi pidana, harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Satu alat bukti 
saja, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 
Selanjutnya, sistem pembuktian berdasarkan KUHAP harus minimum dengan alat-alat bukti 
yang sah dan keyakinan hakim. Terkait dengan keyakinan hakim ini muncul dalam 
subyektivitas hakim, walaupun alat bukti dan barang bukti sudah cukup untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa. Akan tetapi, di dalam hati nurani hakim tidak terdapat keyakinan bahwa 
terdakwa bersalah. Maka belum bisa divonis pidana, keyakinan hakim bisa berasal dari alat 
                                                             
4 H.M.A. Kuffal, (2005), Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Malang: Penerbitan Universitas 
Muhammadiyah Malang h. 14. 
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bukti petunjuk. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu 
petunjuk haruslah mampu menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa lainnya sehingga 
munncul suatu konklusi pembuktian yang relevan. Kemampuan logika hukum dan konstruksi 
dalam membangun kausalitas tindak pidana diperlukan sehinngga hakim yakin bahwa terdakwa 
bersalah. Oleh karena itu alat bukti petunjuk baru digunakan oleh hakim, apabila alat bukti yang 
ada belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 
Perihal hakim belum mendapat keyakinan, ada tiga kemungkinan. Pertama, pembuktian 
yang ada belum memenuhi syarat minimum yakni dua alat bukti. Kedua, telah memenuhi 
minimum pembuktian namun menghasilkan masing-masing fakta yang berdiri sendiri. Jika 
demikian halnya, alat bukti petunjuk dapat memenuhi syarat minimum pembuktian. Ketiga, alat 
bukti yang sah lebih dari cukup minimum pembuktian, namun belum meyakinkan hakim 
tentang terjadinya tindak pidana dan terdakwalah yang melakukannya. 
 
PEMBAHASAN 
Penerapan Alat Bukti Petunjuk Sebagai Bukti Tidak Langsung Di Dalam Proses 
Peradilan  
1. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Sebagai Bukti Tidak Langsung Pada Tindak Pidana 
Korupsi 
Seiring dengan majunya kejahatan seperti kejahatan yang bercirikan transnational, 
extraordinary crime hingga kejahatan transborderless dan lahirnya modus operandi baru 
kejahatan, dampak yang timbul diakibatkan oleh kejahatan akan semakin besar. Permasalahan 
yang secara umum terjadi dalam penanganan kasus kejahatan berbasis teknologi informasi 
kejahatan transnational, extraordinary crime, dan transborderless adalah masalah pembuktian. 
Hal ini dikarenakan pembuktian dalam hukum pidana konvensional tidak mengenal bukti-bukti 
elektronik seperti e-mail, digital file, electronic file, dan lain-lain. Perkembangan kejahatan dan 
modus opernadi yang digunakan, melahirkan bukti-bukti baru dalam praktek persidangan dan 
melahirkan perkembangan tersendiri terhadap alat bukti yang sudah ada. Banyak aspek yang 
mempengaruhi hal tersebut, dan perkembangan tersebut tentunya akan terus ada sejalan dengan 
perubahan dalam kehidupan masyarakat.5 
                                                             
5 Elyas M. Situmoranga , Mompang L. Panggabeanb , Hendry Jayad, (2021), Kebijakan Kriminal Dalam 
Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 7 Special Issue 
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Hal tersebut cukup menyulitkan saat terbentur pada pengaturan hukum yang belum 
berkembang dan masih terikat pada perundang-undangan yang dirasa belum memadai, dan 
tentunya akan menimbulkan pengaruh pada proses penegakkan hukum juga. Terlebih pada 
Kasus Korupsi, sifatnya yang khusus dengan perkembangan teknologi yang ada perlu adanya 
kebijakan tersendiri dalam penyelesaiannya. Dari beberapa Kasus Korupsi yang ada, yang 
terjadi baik yang telah divonis maupun yang sedang berjalan terlihat adanya perkembangan 
dalam proses pembuktiannya, khususnya dalam penggunaan alat bukti petunjuk. Pasal 188 Ayat 
(1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri 
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.6 
Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 
hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Penilaian atas 
kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim 
dengan arif dan bijaksana setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pada 
akhirnya persoalan diserahkan pada Hakim, dengan demikian menjadi sama dengan 
pengamatan Hakim sebagai alat bukti.7 
Meningkatnya tingkat kejahatan yang beriringan dengan pengembangan pengetahuan dan 
teknologi, dengan sendirinya membawa dampak kompleksitas modus operandi yang digunakan 
oleh para pelaku kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana korupsi. Dampaknya, penindakan 
terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan hanya dengan cara-cara konvensional. 
Aparat penegak hukum harus memahami dan memanfaatkan jejak-jejak digital dan elektronik 
dalam pengungkapan dan pembuktian tindak pidana korupsi dengan sarana teknologi digital 
elektronik. Terminologi jejak-jejak digital elektronik tersebut dikenal dengan sebutan “alat 
bukti elektronik atau sering disebut bukti elektronik”.8 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal alat bukti 
elektronik. Alat bukti yang dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jejak digital yang diangkat menjadi 
formulasi alat bukti dimulai dengan diundangkannya UndangUndang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi sebagaimana 
                                                             
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Supardi, (2021), Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana 
Korupsi, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No. 5. 
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diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
UU Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUTPK). 
Dalam Pasal 26A UUTPK mengangkat jejak digital elektronik menjadi alat bukti 
“petunjuk”, dengan rumusan sebagai berikut: 
“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 
ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus 
untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: 
a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan 
secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan 
b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau 
didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang 
tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara 
elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, 
angka, atau perforasi yang memiliki makna.” 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPPU), dalam Pasal 73 
menempatkan alat bukti digital elektronik yang disebut sebagai “alat bukti lain” selain yang 
diatur di dalam KUHAP berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan 
secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Artinya UUTPPU 
menempatkan bukti digital sebagai alat bukti mandiri, bukan dilekatkan sebagai “alat bukti 
petunjuk” seperti dalam UUTPK. 
Redaksi yang hampir sama dengan UUTPPU yang menempatkan alat bukti elektronik 
sebagai alat bukti mandiri, ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUITE) dan beberapa undang-
undang lain seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika (Pasal 86), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 20) dan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme (Pasal 38). 
Bukti elektronik pada dasarnya adalah informasi atau dokumen, atau dapat disebut secara 
umum “data”, bukan alat. Data ini sifatnya “mirroring” atau copy dari perangkat. Data inilah 
yang digunakan sebagai alat bukti dalam pengungkapan dan pembuktian perkara pidana sejak 
penyidikan hingga di persidangan. KUHAP menentukan jenis alat bukti secara secara limitatif, 
DINAMIKA  
ISSN (Print): 0854-7254 | ISSN (Online): 2745-9829 
Volume 27 Nomor 20 Bulan Juli 2021, 2867-2881 
 
Zuhrul Islamudin | 2873  
 
sedangkan undang-undang khusus lainnya menambahkan “data” sebagai jenis alat bukti 
tambahan yang ada di KUHAP. Namun anehnya di antara undang-undang khusus tersebut tidak 
terdapat kata sepakat dalam menempatkan data sebagai alat bukti, ada yang menjadikan sebagai 
alat bukti petunjuk dan ada yang sebagai alat bukti tersendiri (mandiri).9 
Dalam menggunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar putusan pengadilan pada perkara 
tindak pidana korupsi perlu diperhatikan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa 
penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu 
dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan 
penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Sehubungan dengan ketentuan 
yang terdapat dalam Pasal 188 Ayat (4), hanya dalam keadaan yang penting dan mendesak 
sekali alat bukti petunjuk dipergunakan. Hakim lebih dahulu benar-benar memeriksa dan 
mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, Hakim 
jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk. 
Sedangkan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak secara implisit diatur 
berkaitan beberapa Kebijakan Kriminal dalam penggunaan alat bukti petunjuk. Lebih pada 
penegasan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk yang mulai diakui keabsahannya tidak boleh 
melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dari terdakwa. Oleh karena itu, dalam penggunaannya 
sebelum dijadikan alat bukti tambahan harus benar-benar dipilah mana yang bisa diajukan 
sebagai alat bukti yang terkait kasus yang sedang diperiksa atau tidak. Karena sifatnya 
tambahan, alat bukti petunjuk yang mengalami perkembangan bisa dikatakan kurang tepat bila 
dikatakan memiliki kekurangan. Karena alat bukti petunjuk sendiri hanya dapat digunakan 
setelah alat bukti utama dirasa kurang memberikan keyakinan bagi Hakim. 
2. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Sebagai Bukti Tidak Langsung Pada Tindak Pidana 
Pemerkosaan  
Di dalam pembuktian kasus-kasus pemerkosaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sering 
mengalami kesulitan yang umumnya terjadi karena tidak ada saksi selain pelaku dan korban 
perkosaan itu sendiri. Selain itu kurangnya alat bukti sebagai kunci kasus pemerkosaan 
mengakibatkan sistem pembuktian oleh jaksa menjadi mengambang. Hal tersebut makin 
diperparah dengan kondisi psikologis korban pemerkosaan yang kebanyakan tidak melaporkan 
dan tidak berani memaparkan kejadian yang sebenarnya akibat dari ketakutan dan trauma yang 
berlebihan menjadikan proses pembuktian semakin sulit. 
                                                             
9 Ibid. 
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Meskipun demikian upaya pembuktian oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan bahwa 
korban pemerkosaan harus tetap diikuti dengan bukti-bukti terdapatnya tanda-tanda kekerasan, 
seperti luka pada bagian tubuh tertentu. Karena bagaimanapun juga substansi yuridis dalam 
KUHP tidak mencantumkan unsur-unsur, akibatakibat yang timbul karena pemerkosaan seperti 
kehamilan, trauma psikologis, dan trauma secara fisik tentunya 
Kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ini ternyata tidak hanya dialami oleh 
perempuan dewasa akan tetapi juga menimpa anak perempuan yang tergolong dibawah umur. 
Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah makin maraknya tindak pidana ini justru dilakukan 
oleh anak dibawah umur. Substansi hukum dari perumusan Pasal 285 KUHP ini terkendala 
dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Hal tersebut berkaitan dengan konsekuensi hukum 
mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku yang termasuk anak dibawah umur. Apabila 
penjatuhan pidana anak dibawah umur disamakan dengan pelaku dewasa sesuai KUHP muncul 
sudut pandang yang berbeda meskipun pelaku sama-sama melakukan tindak perkosaan. 
Dalam kaitannya dengan penerapan alat bukti petunjuk pada kasus-kasus perkosaan, penulis 
akan memaparkan sebuah buku yang memberikan contoh putusan pengadilan negeri terkait 
tindak pidana perkosaan yaitu sebagai berikut:10 Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 
057/Pid.B/1984/P.N/KTB, tentang Tindak Pidana Perkosaan. Putusan ini dibuat atas kasus 
perkosaan seorang gadis dibawah umur oleh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan dilakukan 
berulang kali dengan disertai ancaman kekerasan sampai suatu hari gadis itu melarikan diri dan 
memberitahukan kejadian tersebut kepada pamannya. Pamannya melaporkan kepada 
Kepolisian dan kemudian melakukan visumet repertum atas korban. Atas kasus tersebut hakim 
berpendapat bahwa pemeriksaan kasus penuh dengan keraguan. Karena menurut hakim, jaksa 
hanya sanggup mendatangkan satu alat bukti yaitu alat bukti surat berupa Berita Acara 
Pemeriksaan di Kepolisian, padahal Pasal 183 KUHAP mensyaratkan adanya minimal dua alat 
bukti dan adanya keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa. 
Adapun visum et repertum yang dibuat atas korban dianggap tidak memberikan keyakinan 
bahwa telah terjadi perkosaan, karena dinyatakan dalam visum tersebut tidak tampak luka atau 
kemerahan pada bibir kemaluan atau vagina yang membuat hakim berpendapat bahwa tidak 
terbukti adanya perkosaan pada kasus tersebut. Selain dari itu, kesaksian korban dan paman 
korban, tidak dipertimbangkan memiliki nilai sebagai alat bukti oleh hakim, tanpa alasan 
                                                             
10 Niken Savitri, (2008), HAM Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Bandung: PT. 
Refika Aditama. 
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apapun. Sehingga hakim memutuskan untuk menyatakan bahwa dalam kasus ini tidak terdapat 
cukup bukti dan terdakwa dinyatakan bebas. 
Dalam kasus ini terlihat hakim tidak mempertimbangkan kasus ini secara menyeluruh, 
melainkan hanya mempertimbangkan alat bukti sebagai suatu yang secara prosedural harus 
dipenuhi untuk terbuktinya suatu tindak pidana. Padahal kasus perkosaan harus dilihat secara 
terintegrasi satu sama lain, kondisi korban yang masih anak-anak, hubungan korban dengan 
pelaku serta trauma atas perbuatan itu dalam diri korban. Keseluruhan faktor tersebut akan 
saling berkaitan dalam hal adanya bukti yang dituntut oleh peraturan perundang-undangan 
sebagai suatu prosedur formal pembuktian. 
Dalam kasus ini usia dan hubungan korban dengan pelaku akan sangat berpengaruh pada 
tersedianya alat bukti yang diminta oleh pengadilan. Sehingga apabila kemudian hasil 
pemeriksaan melalui visum et repertum tidak menemui perlukaan yang baru, maka tidak serta 
merta dapat disimpulkan bahwa telah tidak terjadi suatu perkosaan. Karena hubungan ayah-
anak antara pelaku dan korban, sangat dimungkinkan kejahatan perkosaan ini dilakukan 
berulang kali tanpa korban memiliki keberanian untuk melapor, sehingga pada saat korban 
akhirnya berani atau berhasil melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, hasil 
visum menyatakan tidak didapati adanya luka baru. Dalam hal tersebut, keterangan dalam 
visum tersebut tidak dapat serta merta digunakan untuk menyimpulkan bahwa kekerasan telah 
tidak terjadi. 
Demikian pula pada waktu menilai alat bukti petunjuk. Alat bukti tersebut seharusnya dapat 
dirangkai dan didalami melalui keadaan-keadaan yang muncul dari kasus itu sendiri. Alat bukti 
petunjuk seharusnya bisa didapatkan melalui rangkaian kejadian dan beberapa faktor yang 
dikemukakan di atas. Bila si korban adalah anak dari pelaku atau seseorang yang berada dalam 
kondisi tersubordinasi, maka hal itu harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai alat 
bukti petunjuk dalam kasus perkosaan. 
Tindak pidana perkosaan sendiri adalah tindak pidana yang paling sukar pembuktiannya, 
dikarenakan perbuatan tersebut lebih sering dilakukan dalam tempat tersembunyi dimana tidak 
didapati adanya saksi-saksi. Apalagi apabila perbuatan itu dilakukan antara pelaku dan korban 
yang memiliki hubungan kekuasaan (majikan dengan karyawan atau ayah dengan anak), maka 
sangat dimungkinkan bukti-bukti tidak mudah didapatkan. Hal ini harus menjadi pertimbangan 
hakim yang memeriksa setiap perkara perkosaan, utamanya perkosaan yang dilakukan atas 
hubungan kekuasaan tersebut. Penafsiran hakim atas alat bukti dan nilai buktinya untuk setiap 
kasus seharusnya tidak bisa diseragamkan. 
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Dalam menilai alat bukti suatu kasus seharusnya hakim selalu dapat berdiri sebagai penafsir 
yang melihat persyaratan di dalam suatu peraturan perundangan sebagai sesuatu yang harus 
dapat disesuaikan dengan setiap kasus yang dihadapi. Utamanya dalam suatu kasus yang 
mengharapkan adanya kajian lebih mendalam, hakim dapat menilai alat bukti secara 
menyeluruh, namun juga secara spesifik kasus per-kasus. Terhadap kasus ini kemudian 
diajukan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dimana Mahkamah Agung dalam tingkat 
kasasi akhirnya menyatakan Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan Pasal 185 ayat 
(7) KUHAP dengan tidak mempertimbangkan kesaksian-kesaksian yang saling berkaitan dan 
berkesusilaan sebagai alat bukti petunjuk. 
Selain itu Pengadilan Negeri telah salah dalam menafsirkan kesimpulan yang dibuat dalam 
visum et repertum sehingga menyebabkan visum tersebut tidak dianggap memiliki nilai bukti 
sama sekali. Dengan demikian atas pengajuan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menyatakan 
“membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 
tiga tahun kepada terdakwa.”11 
Dari kasus diatas, penulis dapat sampaikan bahwa alat bukti petunjuk dalam kasus-kasus 
yang sifatnya sulit untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, terjadi atau tidak 
terjadinya suatu tindak pidana, peranan dalam menerapkan atau menggunakan alat bukti 
petunjuk sangatlah membantu untuk memberikan penerangan atas permasalahan yang sedang 
diadili oleh hakim yang pada putusannya benar-benar memberikan putusan yang seadil-adilnya 
Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Dalam Sistem Pembuktian 
Semua alat bukti pada prinsipnya sama nilainya dan pentingnya, namun pada prakteknya 
tetap tergantung kepada peristiwa pidana yang bersangkutan.12 Apabila alat bukti keterangan 
saksi ataupun alat bukti lain belum mencukupi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka 
alat bukti petunjuk merupakan sarana yang efektif sehingga dapat memenuhi batas minimum 
pembuktian yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP. Mengingat sulitnya proses dalam tindak 
pidana perkosaan dan pembunuhan, maka keberadaan alat bukti petunjuk sangat dibutuhkan 
dalam rangkamemperjelas dan membuat terang tentang suatu keadaan tertentu yang terkait 
dengan tindak pidana sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.  
                                                             
11 Ibid. 
12 M. Yahya Harahap, (2005), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang 
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika. 
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Sifat kekuatan alat bukti petunjuk sama dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, 
dan surat. Bahwa sifat kekuatan pembuktian terhadap alat bukti petunjuk mempunyai sifat 
pembuktian yang bebas, yaitu:13 
a) hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang di wujudkan oleh petunjuk, oleh 
karena iti hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian; 
b) petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, 
dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. 
Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus 
didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.KUHAP, lahir dibuat oleh badan 
legislatif dengan tujuan untuk menjalankan fungsi pemerintah dan fungsi peradilan. Di samping 
itu KUHAP adalah sebagai sarana untuk mengatur tentangbagaimana cara atau proses, hakim 
dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana. 
Dasar hukum alat bukti petunjuk adalah Pasal 184 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 188 KUHAP. 
Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan 
oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang 
dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-
kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. 
Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 
KUHAP, yang rumusannya telah diuraikan di atas. Pengertian kekuatan alat bukti adalah 
seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian, yang diterangkan 
dalam: 
a. Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi. 
b. Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli. 
c. Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat. 
d. Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk. 
e. Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa. 
Mempergunakan alat bukti petunjuk, tugas hakim akan lebih sulit, ia harus mencari dan 
menghubungkan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu serta 
mengkombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang 
terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan. 
                                                             
13 Ibid. 
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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 188 KUHAP tersebut, kiranya orang dapat mengetahui 
bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam berbagai alat bukti itu, 
tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan redenering atau suatu 
pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang 
lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri. Perbuatan-perbuatan, 
kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim didalam keterangan saksi, 
surat atau keterangan terdakwa itulah, KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu 
pemikiran, atau lebih tepat jika mengatakan, bahwa hakim dapat membuat suatu kontruksi atau 
penalaran untuk memandang suatu kenyataan sebagai terbukti. Hakim tidak boleh sembarangan 
mengesampingkan alat bukti lain sebagai alat bukti, melainkan harus ada alasan yang bisa 
dipertanggungjawabkan.14 
Perihal alat bukti tersebut di atas, tentu membatasi ruang lingkup penulisan ini, sehingga 
perlu mengetahui maksud, kegunaan dan batasannya tentang alat bukti menurut KUHAP. 
Maksud dan batasan alat bukti ialah alat-alat yang sah itu gunanya untuk memberi kepastian 
kepada Hakim tentang benar telah terjadinya peristiwaperistiwa, kejadian-kejadian dan adanya 
keadaan-keadaan, yang penting bagi pengadilan dalam penanganan suatu perkara yang 
bersangkutan. 
Sebagaimana telah disampaikan diawal oleh penulis berkaitan dengan sistem pembuktian 
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-
undang secara negatif, maka dari itu syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi 
alat bukti sebagaimana ditentukan oleh KUHAP juga ditambah dengan keyakinan hakim yang 
diperoleh pada saat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Jika salah 
satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pemidanaan 
kepada terdakwa. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, merupakan sebuah 
sistem pembuktian campuran antara conviction in raisonee dengan sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya 
seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan 
alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. 
Sebagaimana pemaparan diatas, ketika sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah 
sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Maka dari itu, alat bukti petunjuk 
dalam sistem pembuktian ini memiliki kekuatan atau peran yang dapat menentukan salah atau 
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tidaknya seorang terdakwa yang benar-benar menyakinkan seorang hakim dalam memutus 
perkara yang bersangkutan dan sesuai berdasarkan undang-undang. 
Dalam parameter pembuktian, terdapat sebuah asas pembuktian yaitu Clear and convincing 
evidence yang sangat berkaitan dengan minimum bukti dan kekuatan pembuktian. Clear and 
convincing evidence diartikan sebagai standar pembuktian beyond a resonable doubt. beyond a 
resonable doubt adalah standar pembuktian yang digunakan di dalam pengadilan pidana. 
Dalam pengambilan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah, juri atau hakim harus 
dapat diyakinkan (tanpa keraguan yang masuk akal) bahwa terdakwa bersalah untuk tindak 
kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Disini Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus membuktikan 
dan tanpa keraguan yang masuk akal kepada juri atau hakim mengenai kesalahan terdakwa. 
Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna 
menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada 
hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.15 
Sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya”. 
Ketentuan Pasal 183 KUHAP diatas, secara jelas bahwa di Indonesia menganut sistem 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dimana peranan alat bukti petunjuk 




1. Penerapan alat bukti petunjuk sebagai bukti tidak langsung dalam proses peradilan tindak 
pidana korupsi, alat bukti petunjuk digunakan sebagai alat bukti tambahan dengan 
memanfaatkan jejak-jejak digital dan elektronik dalam pengungkapan dan pembuktian tindak 
pidana korupsi dengan sarana teknologi digital elektronik. Karena sifatnya tambahan, alat bukti 
petunjuk yang mengalami perkembangan kurang tepat bila dikatakan memiliki kekurangan, 
karena alat bukti petunjuk sendiri hanya dapat digunakan setelah alat bukti utama dirasa kurang 
memberikan keyakinan bagi Hakim. Sedangkan penerapan alat bukti petunjuk sebagai bukti 
                                                             
15 Lilik Mulyadi, (2010), Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: 
PT. Citra Aditya Bakti. 
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tidak langsung dalam proses peradilan tindak pidana pemerkosaan, dapat kita lihat salah satu 
wujud alat bukti petunjuk sebagai bukti tidak langsung yaitu penerapannya dimana serangkaian 
antara keterangan terdakwa, keterangan korban dan surat hasil pemeriksaan visum et repertum 
yang saling berhubungan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sebagai bukti tidak 
langsung. 
2. Kekuatan alat bukti petunjuk dalam sistem pembuktian sebenarnya sama kekuatanya dengan 
alat-alat bukti lain yang sah. Dengan alat bukti petunjuk dapat dinilai mempunyai kekuatan 
sebagai alat bukti yang sah, selain itu alat bukti petunjuk baru mempunyai kekuatan sebagai 
alat bukti yang sah apabila ada persesuaian yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan 
keterangan terdakwa. Dalam menilai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, seorang 
penuntut umum harus bersikap hati-hati dan teliti serta melakukan secara cermat. Begitu pula 
dengan hakim, seorang hakim harus bersikap arif dan bijaksana dalam menilai pembuktian, 
agar tidak terjadi anggapan bahwa petunjuk itu merupakan pendapat pribadi maupun sangkaan 
atau rekaan belaka. 
SARAN 
1. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana kedepannya baik itu tindak pidana korupsi maupun 
tindak pidana pemerkosaan, diharapkan agar aparat penegak hukum mampu menilai, 
memahami dan memanfaatkan jejak-jejak digital, elektronik dan surat. Sehingga dapat 
menkonklusikan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, bahwa memang benar telah 
terjadi ataupun tidak tindak pidana, agar kedepannya dapat melahirkan putusan yang seadil-
adilnya. 
2. Alat bukti petunjuk memiliki peran dan fungsi yang berpengaruh untuk memperjelas dan 
mendukung alat-alat bukti yang lainnya yang sah namun belum dapat memperjelas salah atau 
tidaknya terdakwa, serta alat bukti petunjuk dapat digunakan untuk menambah keyakinan 
seorang hakim dalam dalam menemukan suatu kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan 
persidangan. Berkenaan dengan alat bukti petunjuk diharapkan kepada aparat penegak hukum 
agar lebih teliti dan cermat dalam menilai alat-alat bukti yang ada sebelum melangkah ke alat 
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